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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Barang Secara
Online Terkait Kebijakan Pengembalian Barang Tanpa Alasan Pada Aplikasi
Shopee™. Jual beli dapat dilakukan secara online, aplikasi jual beli online yang
banyak digunakan di Indonesia salah satunya adalah Shopec. Dalam transaksi jual
beli online terdapat kebijakan pengembalian guna memenuhi hak — hak pembeli
salah satunya “Garansi Bebas Pengembalian” dengan alasan “ingin kembalikan
barang sesuai kondisi awal”. Namun, dengan mempertimbangkan hak pembeli
dalam hal ini sering kali timbul kerugian bagi pihak lain yaitu penjual. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan di marketplace terhadap
pengembalian barang tanpa alasan pada aplikasi shopee, perlindungan hukum
terhadap penjual akibat kebijakan pengembalian barang tanpa alasan pada aplikasi
shopee, dan upaya penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan
pengembalian barang tanpa alasan pada aplikasi shopee terhadap penjual. Jenis
penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendckatan perundang-
undangan, konseptual, dan analisis. Hasil dari penefitian ini yaitu pengembalian
barang dengan “alasan ingin kembalikan barang sesauai kondisi awal” dapat
diterima oleh shopee namun harus memenuhi syarat dan ketentuan dari klausula
baku shopee. Perlindungan hukum terhadap penjual atas kebijakan pengembalian
barang tanpa alasan masih lemah dan belum optimal serta sampai saat ini belum
ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan bagi penjual
dalam transaksi jual beli online. Upaya penyelesaian atas kerugian yang
ditimbulkan dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Aplikasi Shopee, Penjual, Pengembalian Barang, Perlindungan
Hukum
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, hal ini
menjadi aspek penting dan menjadi tumpuan bagi manusia dalam
melanjutkan kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia
sebagai subjek hukum melakukan kegiatan jual beli untuk memenubhi
kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan penunjang lainnya.
Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, “jual beli merupakan perjanjian antara
penjual dan pembeli yang sepakat untuk mengikatkan diri yang mana penjual
berkewajiban menyerahkan hak miliknya dan pembeli membayar harga
berdasarkan kesepakatan.”* Dalam hal ini adanya perjanjian jual beli pada
aplikasi Shopee, maka dari itu penjual berkewajian untuk mengirimkan
barang setelah dilakukan pemesanan dan pembeli berhak menerima barang
sesuai dengan yang telah dipesan. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai
maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut.

Jual beli secara konvensional dapat dilakukan di pasar, pusat
perbelanjaan, toko dan lain sebagainya dengan pertemuan secara langsung
yang mana biasanya pembeli akan mendatangi tempat dimana barang-barang
yang dibutuhkan dijual. Dalam melakukan proses jual beli terkadang terdapat
negosiasi yang mana dalam hal ini pembeli meminta pengurangan harga dan

kemudian terjadilah tawar-menawar. Setelah terjadi proses negosiasi dan

! Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457



terdapat kesepakatan antara para pihak kemudian terjadilah perjanjian jual
beli.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya
internet, proses transaksi jual beli juga mengalami pergeseran yang
sebelumnya dilakukan dengan pertemuan secara langsung hingga dapat
dilakukan melalui jejaring internet saja.? Transaksi jual beli online diatur pula
dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU
ITE, “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik
lainnya.”® Transaksi elektronik pada aplikasi Shopee memungkinkan pula
suatu barang yang telah dibeli secara elektronik dapat dikembalikan secara
elektronik pula, apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang pesanan dan
barang yang dikirim.

Jual beli online menjadi suatu hal yang gencar digunakan banyak orang
karena memiliki banyak keuntungan, salah satunya mengurangi pertemuan
secara langsung antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan jual beli
konvensional yang dalam melakukan transaksi terdapat 2 (dua) pihak yaitu

penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli online terdapat 4

2 Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto. 2020. Perlindungan
Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Diebabkan Oleh
Konsumen di Kota Singaraja. Vol 3 (3). hal 168

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2.



pihak yaitu penjual, pembeli, aplikasi, dan jasa pengiriman.* Penjual dan
pembeli sebagai subjek yang melakukan perjanjian jual beli, aplikasi jual beli
online berperan sebagai tempat terjadinya transaksi dan mengatur jalannya
proses jual beli. Sedangkan jasa pengiriman sebagai perantara sampainya
pesanan dari penjual ke pembeli. Barang yang dipesan melalui jejaring
internet atau aplikasi jual beli online akan menawarkan opsi pengiriman
barang yang akan semakin mempermudah konsumen dalam membeli barang.
Selain itu terkadang terdapat promo berupa potongan harga, pemberian
hadiah, dan sebagainya sehingga sangat menarik perhatian pengguna. Dari
transksi jual beli baik secara online maupun konvensional dapat
menimbulkan akibat hukum diantara para pihak.®

Hingga Kini transaksi jual beli online masih menjadi pembicaraan
hangat dengan segala kemudahan yang didapat. Hal ini akan terus
bertambang seiring banyaknya media jual beli online dan semakin banyak
keuntungan yang didapat akan semakin banyak pengguna yang datang.
Pengguna e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami
kenaikan antara tahun 2024 — 2029 dengan total kenaikan 33,5 juta pengguna
atau 51,03% dari tahun 2024. Setelah mengalami peningkatan selama 9 tahun

maka diperkirakan akan mencapai 99,1 juta pengguna pada 2029.°

4 Ditjen Apatika. 2017. Sistem E-commerce dan Perlindungan Konsumen. Sistem e-
Commerce dan Perlindungan Konsumen — Ditjen Aptika (kominfo.go.id). diakses pada 13
September 2024.

5 Irlan Anugrah & Ichwan Setiawan. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan
Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Barang Secara Online”. Jurnal Kewarganegaraan. Vol
6(2). hal 170

6 Statista. 2024. Jumlah Pengguna E-Commerce di Tahun 2020-2029.
https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia.  diakses pada 10
September 2024.



https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/
https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/
https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia

Berikut 5 aplikasi jual beli online dengan pengunjung terbanyak
perbulan di Indonesia :

Tabel 1.1 : Aplikasi Jual Beli Online dengan Pengunjung Terbanyak di
Indonesia 2024

No. Aplikasi Pengunjung (juta)
1 | Shopee 422
2 | Tokopedia 225,2
3 | Lazada 267,8
4 | Bukalapak 8,5
5 | Blibli 60,1

Sumber: Ferdinan Arif, Web Semnesia, 2024

Berdasarkan tabel 1.1, Shopee menduduki peringkat pertama di
Indonesia dengan jumlah pengunjung/pengguna 442 juta Pada tahun 2024
dan diperkirakan akan meningkat. Shopee merupakan anak perusahaan dari
SEA Group yang dikenal dengan nama Garena. Shopee resmi masuk ke
Indonesia pada akhir tahun 2015. Aplikasi Shopee di Indonesia berkembang
sangat pesat dan meningkat setiap tahunnya. Shopee menggunakan
pendekatan dorong dan tarik dalam pengambilan strategi. Strategi tersebut
dapat berupa event, kampanye, atau promosi penjualan yang melibatkan
tokoh ternama dengan tujuan meningkatkan minat penggunanya.’” Saat ini
masyarakat Indonesia sudah sangat bergantung pada aplikasi jual beli online

karena sangat mempermudah dan menguntungkan. Akan tetapi bersamaan

7 Zumhur Alamin, dkk. 2023. “Perkembangan E-commerce: Analisis Dominasi Shopee
sebagai Primadona Marketplace di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 6 (2). hal 125



dampak positif dari jual beli online yang dapat diakses dengan mudah,
timbulah dampak negatif yang memicu perdebatan dari para pihak dalam
transaksi ini. Dampak negatif tersebut berupa kerugian yang dialami salah
satu pihak ataupun kedua belah pihak.

Kendala yang cukup sering dialami yaitu adanya kesalahan dari barang
yang dibeli oleh pembeli sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi
pembeli. Demi menciptakan rasa aman dan menjaga kepercayaan pembeli
ketika melakukan transaksi maka dibuatlah kebijakan pengembalian barang.
Dalam melakukan pengajuan pengembalian barang terdapat syarat-syarat
yang harus dipenuhi yaitu adanya kerusakan barang, barang tidak lengkap,
barang yang dikirim salah, dan barang palsu. Sedangkan syarat untuk dapat
melakukan pengajuan pengembalian dana apabila pesanan tidak sampai sama
sekali atau sampai tapi kurang atau hilang sebagian. Apabila syarat tersebut
terpenuhi maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang karena
dalam transaksi ini terdapat kesalahan dari penjual yang merugikan pembeli
dan penjual harus menerima pengajuan pengembalian barang dari pembeli.

Namun apabila pembeli telah menerima barang dan sesuai dengan yang
dipesan, kemudian pembeli mengajukan pengembalian maka hal ini dapat
merugikan penjual. Saat ini terdapat kebijakan baru dari aplikasi shopee yakni
adanya program garansi bebas pengembalian yang bertujuan agar adanya
peningkatan pembeli pada aplikasi jual beli online ini. Garansi bebas

pengembalian adalah program pengembalian barang yang diselenggarakan



oleh shopee.® Kebijakan ini sangat baru digunakan dan mulai berlaku secara
bertahap pada Februari 2024. Adanya kebijakan ini diharapkan pembeli
mendapatkan rasa aman ketika berbelanja online. Kebijakan ini berupa
penambahan alasan dalam melakukan pengembalian barang yaitu adanya
alasan “berubah pikiran” yang kemudian diganti menjadi “ingin kembalikan
barang sesuai kondisi awal”. Alasan ini tidak ada hubungan sama sekali
dengan penjual dan alasan tersebut murni karena keinginan pembeli.® Selain
itu pengembalian barang dengan alasan “ingin kembalikan barang sesuai
kondisi awal” dapat mempermudah pembeli dalam mengembalikan barang
walaupun tanpa bukti-bukti yang jelas dan pengembalian akan langsung di
setujui oleh pihak shopee tanpa ada pertimbangan dari penjual.’® Kebijakan
tersebut memberikan peluang kepada pembeli agar mengembalikan barang
dengan alasan tidak lagi menginginkan barang atau produk yang sebelumnya
dibeli walaupun barang yang sampai sama dengan barang yang dipesan oleh
pembeli. Hal ini merugikan bagi penjual karena pembeli dapat
mengembalikan barang walaupun penjual tidak melakukan kesalahan dalam
transaksi ini.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sah perjanjian adalah

adanya kesepakatan, cakap, objek tertentu, dan klausa yang halal.'! Perjanjian

8 Shopee. Syarat dan Ketentuan Garansi Bebas Pengembalian.

https://help.shopee.co.id/portal/4/article/140657-Syarat-dan-Ketentuan-Garansi-Bebas-

Pengembalian. diakses pada 1 September 2024.

% ibid
10 M. Bilal Saputra, Anis Rifai, Anas Lutfi. 2024. “Tinjauan Hukum terhadap Prosedur

Pengembalian Barang (Retur) dengan Alasan Berubah Pikiran pada Layanan ‘Garansi Bebas
Pengembalian’ di Marketplace Shopee”. Jurnal limiah Universitas Muhammadiyah Buton. Vol 10
(3). hal 613

1 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320


https://help.shopee.co.id/portal/4/article/140657-Syarat-dan-Ketentuan-Garansi-Bebas-Pengembalian
https://help.shopee.co.id/portal/4/article/140657-Syarat-dan-Ketentuan-Garansi-Bebas-Pengembalian

jual beli pada aplikasi shopee telah memenuhi syarat sah perjanjian yakni
telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang yang
telah dipesan oleh pembeli dan barang yang dikirim telah sesuai dengan
barang yang dipesan pemeli. Maka adanya kebijakan ini tentu menimbulkan
kerugian kepada penjual.

Bersamaan dengan kebijakan diatas, terdapat pula kebijakan yang
membuat pengembalian dana kepada pembeli sebelum barang sampai ke
penjual. Dalam proses inilah terdapat kasus dimana barang yang
dikembalikan oleh pembeli berbeda dari apa yang dikirim oleh penjual. Selain
itu, adanya kasus dimana barang yang dikembalikan oleh pembeli hilang saat
proses pengiriman. Hal ini membuat kerugian yang didapatkan oleh penjual
menjadi dua kali lipat yakni barang hilang oleh jasa ekspedisi dan uang sudah
dikembalikan ke pembeli. Walaupun penjual dapat mengajukan banding
namun tetap saja pihak shopee terkadang lalai akan kewajiban dalam
memenuhi hak dari penjual.

Berikut beberapa kasus yang dialami oleh penjual barang terkait
kebijakan pengembalian barang “Garansi Bebas Pengembalian” dengan

alasan “ingin kembalikan barang sesuai kondisi awal :



Tabel 1.2 : Kasus Pengembalian Barang Tanpa Alasan Pada Aplikasi
Shopee

No. Nama Akun Kasus

Endrik Siswanto Pengembalian barang custom atau sesuai
permintaan pembeli

5 Aproy Pengembalian barang berupa satu buah hanphone
dengan keterangan pengembalian dari pembeli
“sudah tidak memerlukan barangnya lagi, Saya
harap seller dapat memakluminya”.

Mita Bela Franciska Pembeli melakukan pengembalian barang tanpa
bukti berupa foto ataupun video serta tanpa
konfirmasi kepada penjual terkait barang yang
akan dikembalikan

Rasyid Pengembalian barang dengan mencantumkan
bukti berupa foto barang yang akan dikembalikan
(sesuai dengan yang dikirim penjual), tanpa ada
keterangan lebih lanjut.

Nunuk Setianingsih Pengembalian barang berupa pakaian anak
dengan alasan ingin kembalikan barang sesuai
kondisi awal dan dengan keterangan bahwa
pakaian tersebut terlalu besar untuk anak
pembeli. Padahal sebelum melakukan transaksi,
penjual telah menjelaskan ukuran secara detail
seperti panjang celana, lingkar pinggang, lingkar
dasa, dan panjang lengan dalam live shopee.
Selain itu, bukti yang pembeli cantumkan bukan
barang dari penjual.

Husni Faris Pengembalian barang karena pembeli berubah
pikiran dan merasa paket lama sampai tidak
sesuai kesepakatan. Padahal barang tersebut telah
dibuat sistem pre order oleh penjual.

Alan Hasan Nova Pengembalian barang tanpa alasan yang jelas dan
dari bukti yang dicantumkan terlihat jelas bahwa
barang yang dikirim penjual telah sesuai.

Reizel Manunited Pembeli melakukan pengembalian barang
dengan mencantumkan bukti foto alat sedot
dengan keterangan bahwa alat tersebut tidak
berfungsi, sedangkan barang yang dijual oleh
penjual berupa celanan panjang. Namun,
pengembalian ini tetap diterima oleh shopee.

Sumber : Grup Facebook Komunitas Seller Shopee Indonesia, 2025



Berdasarkan Tabel 1.2, pengembalian barang yang dilakukan pembeli
dengan alasan “ingin kembalikan barang sesuai kondisi awal” sangat
merugikan penjual karena tidak terdapat kesalahan dari penjual. Seharusnya
dari pihak shopee bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas
kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan pengembalian barang yang
dikeluarkan shopee tidak mempertimbangkan dampak yang kemungkinan
akan timbul dikemudian hari. Kurangnya perhatian dan pertimbangan atas
dampak yang ditimbulkan terhadap penjual juga menjadi salah satu faktor
pembuatan kebijakan yang merugikan. Apabila dilihat dari kebijakan-
keijakan pengembalian barang yang dikeluarkan shopee, sebagian besar
menguntungkan pembeli dan merugikan penjual. Walaupun telah dibuat
sistem pembayaran secara non tunai atau transfer tetap saja kebijakan seperti
ini akan merugikan bagi penjual.

Perlunya ditindak lanjuti agar setiap hak yang seharusnya didapatkan
menjadi hak penuh tanpa pengurangan dari pihak manapun. Kerugian penjual
akibat adanya kebijakan ini ialah kerugian kemungkinan adanya kerusakan
barang saat pengiriman, resiko penipuan yaitu perbedaan antara barang yang
dikirim dan barang yang dikembalikan, waktu dan sumber daya yang
terbuang, serta pemborosan material pengemasan. Walaupun terdapat
regulasi yang menertibkan kasus-kasus yang terjadi, seperti yang tercantum
dalam uu Perlindungn konsumen. Dalam uu ini mengatur dengan jelas
bagaimana proses penyelenggraan, perbuatan yang dilarang, tanggung

jawaab penjual, pengawasan serta pembinaan. Namun tetap saja lagi-lagi
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yang seharusnya dan yang senyatanya tak sejalan. Senyatanya masih banyak
kejahatan dimana-mana yang merugikan banyak pihak dan tidak ada upaya
hukum yang dapat diberikan. Khususnya untuk pedagang kecil, yang mana
penipuan yang dilakukan hanya kisaran puluhan atau ratusan ribu saja namun
hal tersebut cukup berdampak.
Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Skripsi oleh Bayu Hidayat
Menurut Bayu Hidayat dalam skripsinya yang berjudul
“Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang
(Retur) Pada Transaksi E-Commerce Shopee”, dalam penelitiannya Bayu
Hidayat menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pelaku
usaha yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Selain itu pada penelitiannya, Bayu Hidayat juga membahas mengenai

permasalahan yang merugikan penjual dari proses pengembalian barang
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yaitu adanya perbedaan antara barang yang dikirim dan barang yang
dikembalikan.'2

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan
hukum terhadap penjual atas kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan
pengembalian barang pada aplikasi shopee. Adapun perbedaan penelitian
ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis kebijakan pengembalian
barang pada aplikasi shopee. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan
Garansi Bebas Pengembalian dengan alasan “ingin kembalikan barang
sesuai kondisi awal” pada pengajuan pengembalian barang yang baru
dikeluarkan pada Februari 2024.

2. Skripsi oleh Nafa Sofiyana Reza

Menurut Nafa Sofiyana Reza dalam skripsinya yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Belli Online
Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee
Indonesia”, yang membahas hubungan hukum antara para pihak dalamm
jual beli online metode pembayaran Cash on Delivery (COD) di PT.
Shopee Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam
transaksi jual beli online metode pembayaran Cash On Delivery (COD).
Dalam penelitiannya la menjelaskan bahwa hubungan hukum antara para
pihak merupakan hubungan hukum yang bersegi dua yang mana para

pihak yaitu penjual dan pembeli masing-masing memberikan dan meminta

12 Bayu Hidayat. 2023. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang
(Returi) Pada Transaksi E-Commerce Shopee. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
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sesuatu. Selain itu la juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi
penjual dalam transaksi ini yang diatur dalam Pasal 6 UUPK tentang hak-
hak pelaku usaha, namun UUPK belum mengatur secara spesifik hingga
masih dapat menimbulkan celah permasalahan.?

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan
hukum bagi penjual dalam transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee.
Adapun perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian oleh Nafa Sofiyana Reza
terbatas pada transaksi dengan metode pembayaran Cash On Delivery
(COD) yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha (penjual)
karena terdapat pesanan yang seringkali tidak diambil dan tidak ada
kejelasan dari pembeli hingga pesanan tersebut harus dikembalikan
kepada penjual yang mana barang tersebut belum tentu dikembalikan
dalam keadaan layak jual, yang mana dalam penelitiannya la membahas
bahwa barang tersebut belum diberikan ataupun diambil oleh pembeli.
Sedangkan penelitian ini membahas mengenai transaksi yang telah
terdapat penyerahan (levering) kepada pembeli, namun pembeli
melakukan pengajuan pengembalian barang pada akun Shopeenya. Serta
transaksi tidak terbatas pada metode pembayaran tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik melakukan

penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan

13 Nafa Sofiyana Reza, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Belli
Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia. Fakultas
Syariah dann Hukum Universitas Islam Negeri Walisono.
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Hukum Terhadap Penjual Barang Secara Online Terkait Kebijakan

Pengembalian Barang Tanpa Alasan Pada Aplikasi Shopee”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditelah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana kebijakan di marketplace terhadap pengembalian barang
tanpa alasan pada aplikasi shopee?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual akibat kebijakan
pengembalian barang tanpa alasan pada aplikasi shopee?

3. Bagaimana upaya penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan dari
kebijakan pengembalian barang tanpa alasan pada aplikasi shopee

terhadap penjual?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kebijakan di marketplace terhadap pengembalian
barang tanpa alasan pada aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penjual akibat

kebijakan pengembalian barang tanpa alasan pada aplikasi shopee.
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3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan
dari kebijakan pengembalian barang tanpa alasan pada aplikasi shopee

terhadap penjual.

D. Manfaat Penelitian

Berdaarkan tujuan yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
perngembangan llmu Hukum Perdata khususnhya terkait kebijakan
pengembalian barang pada aplikasi shopee.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penjual
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta menambah
wawasan terkait upaya yang dapat dilakukan oleh penjual apabila ada
kerugian yang timbul atas kebijakan pengembalian barang tanpa
alasan pada aplikasi shopee.
b. Bagi masyarakat/pembeli
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengembalian
barang pada aplikasi shopee untuk menghindari kerugian-kerugian

yang akan ditimbulkan atas pengembalian barang tanpa alasan.



15

c. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan
bagi pemerintah Indonesia khususnya badan legislatif sebagai
pembuat undang-undang, untuk selalu mengutamakan kepentingan
masyarakat luas dalam menjalankan tugasnya dan dapat membentuk
peraturan perundang-undangan khusus yang membahas mengenai jual

beli barang secara online.

Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan
sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang
perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian
ini adalah kajian tentang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan
dengan kebijakan di marketplace terhadap pengembalian barang tanpa alasan
pada aplikasi shopee, perlindungan hukum terhadap penjual akibat kebijakan
pengembalian barang tanpa alasan pada aplikasi Shopee, serta upaya

penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata

yaitu “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau
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lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”** Dari
pengertian yang sudah tercantum dalam pasal tersebut dapat diketahui
bahwasannya masih terdapat kekurangan dalam isi pasal tersebut yakni
selain kurang lengkap juga isinya terlalu luas. Isi dari pasal yang
dianggap kurang lengkap karena tidak ada kata “perbuatan hukum”,
namun hanya tercantum kata “perbuatan” saja dan tidak ada ketentuan
pula perbuatan apa yang dimaksud. Hal inilah yang membuat isi pasal
tersebut dinilai terlalu luas. Lalu terdapat kata yang membuat perjanjian
ini dianggap hanya sepihak bukan untuk kedua belah pihak, yakni kata
“satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.
Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu
perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana
satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal
atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan perjanjian itu.!®
Setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian, dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni sebagai berikut:
a. Subjektif
Syarat subjektif terdiri dari dua, yakni adanya “kesepakatan para
pihak” dan “kecakapan”. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat

ini maka perjanjian dapat dibatalkan.

hal. 9.

14 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
15 R.Wirjono Prodjodikoro, 1960, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Jakarta : Sumur Bandung.,
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b. Objektif
Syarat objektif terdiri dari dua syarat, yaitu “suatu hal tertentu”
(objek dari perjanjian) dan “klausa yang halal” artinya tidak
melanggar hukum positif. Berbeda dengan syarat subjektif yang
mana apabila syarat tidak dapat terpenuhi maka dapat dibatalkan,
syarat objektif jika para pihak tidak memenuhi syarat ini maka
perjanjian batal demi hukum.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka jual beli dapat dibatalkan
ataupun batal demi hukum apabila tidak dilakukan pemenuhan atas
syarat-syarat sah perjanjian. Dalam perjanjian terdapat asas fundamental
yang menjadi dasar dari pembuatan perjanjian tersebut, yakni sebagai
berikut :16
a. Asas konsensualisme
Dalam asas ini mengatakan bahwa segala sesuatu akibat hukum,
kewajiban dan hak yang ditimbulkan dari perjanjian oleh para pihak
adalah mengikat sejak terjalinnya kata sepakat terhadap isi-isi dari
perjanjian.

b. Asas kekebasan berkontrak
Asas ini berarti bahwa para pihak yang terlibat memiliki kebebasan
dalam menetukan isi dari perjanjian yang dibuat.

c. Asas pacta sunt servanda

16 Niru Anita Sinaga. 2018. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalamm Mewujudkan
Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum. Vol 7 (2). hal 112
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Segala bentuk dari isi perjanjian mengikat sebagai undang-undang

bagi para pihak.

d. Asas kepribadian
Asas ini mengatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para
pihak yang terlibat atau pihak yang membuat perjanjian. Jadi pihak-
pihak yang tidak berkepentingan atau pihak yang tidak terlibat dalam
pembuatan perjanjain tidak akan terikat dalam perjanjian yang dibuat.
Hubungan teori perjanjian dalam penelitian ini adalah bagi para
pihak yang telah melakukan transaksi elektonik maka perjanjian tersebut

telah mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan isi dari perjanjian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai perlindungan hukum,
yaitu sebagai berikut:’
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,
serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh
subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau
sebagai kumpulan peraturan atau kaidahyang dapat melindungi
suatu hal dari hal lainnya.

Philipus M. Hadjon juga membagi perlindungan hukum menjadi 2

(dua) yaitu sebagai berikut:®

17 Philipus M.Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Peradaban : Surabaya.
2007. hal. 2
18 1hid.
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a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah
sebelum terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat.
b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif adalah upaya yang dapat dilakukan
sebagai upaya penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat
berupa ganti rugi ataupun sanksi.
Penggunaan teori perlindungan hukum guna menganalisis
bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dalam jual beli barang

melalui aplikasi Shopee.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum adalah
jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum
dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.”*°
Kepastian hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah
perjanjian, yang mana setiap perjanjian haruslah mengandung kepastian
terhadap hak-hak dan kewajiban yang akan didapatkan dan diberikan
oleh para pihak. Kepastian hukum mengadung makna bahwasannya ada

kesesuaian antara das sollen dan das sein. Dalam hal pernjanjian, para

pihak akan mendapatkan jaminan bahwa hak yang seharusnya ia

19 Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty : Yogyakarta.
hal. 160.
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dapatkan akan diperoleh sesuai dengan isi dari perjanjian. Kepastian
hukum membuat hak-hak tersebut terjamin dengan adanya regulasi yang
mengatur. Dengan adanya kepastian hukum membuat seluruh hak
terjamin dan ketika hal tersebut terealisasikan maka tidak akan ada
permasalahan atau perdebatan yang terjadi.

Dengan penggunaan teori kepastian hukum, penulis dapat
menganalisis permasalahan hukum akibat adanya kebijakan
pengembalian barang pada aplikasi shopee yang merugikan penjual dan

berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum
normatif yang mana dalam proses penelitian mengkaji dan menelah teori,
regulasi, asas dan litelatur lainnya guna menjawab pertanyaan yang
timbul. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen vyaitu
dengan memanfatkan sumber -sumber bahan hukum, perjanjian, asas dan

pendapat para ahli yang berkaitan

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah kegiatan yang dilakukan dari
perumusan masalah hingga terdapat kesimpulan yang diambil dari

penelitian.
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Pendekatan perundang-undangan

Dilakukan dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-
undangan terkait perlidnungan hukum bagi penjual.*® Dalam
penelitian ini, penulis menelaah KUH Perdata, UU No. 8 tentang
Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan PP No. 80 Tahun 2019
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pendekatan konseptual

Mempelajari berbagai doktrin atau pendapat para ahli sesuai dengan
penelitian yang diangkat atau dibahas.?

Pendekatan analisis

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap
permasalahan atau kasus yang sering dihadapi dan mempelajari
bagaimana penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait. Dalam hal ini
berkaitan dengan kebijakan pengembalian barang yang merugikan

penjual pada aplikasi shopee.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Primer
Merupakan bahan utama dan mengikat yang mempunyi
kewenangan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam

memperlancar penelitian ini adalah sebagai berikut :

2 Djulaeka & Devi Rahayu. Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka : Surabaya.

2019. hal 32.

2! 1bid. hal 33.
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Sekunder
Merupakan sumber rujukan yang memberikan keterangan lebih
lanjut terhadap bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini.
Misalnya pendapat para ahli atau doktrin, buku, jurnal, artikel, hasil
penelitian terdahulu dan lainnya sebagai sumber rujukan yang

relevan terhadap permasalahan yang diangkat.

c. Tersier
Hampir sama dengan bahan sekunder, bahan ini digunakan demi
mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait bahan primer dan
sekunder. Sebagai penunjang dari bahan lain maka dalam
penggunaannya, bahan hukum tersier dapat berupa ensiklopedia dan
kamus baik kamus hukum ataupun kamus besar bahasa indonesia

(Kbbi).?2

22 Rahman Amin. Pengantar Hukum Indonesia. CV Budi Utama : Yogyakarta. 2019. hal 62.
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Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, bahan yang didapatkan oleh penulis
guna memperlancar penelitian dapat melalui studi pustaka dan
memanfaatkan jejaring internet yang mana terdapat berbagai informasi.
Dari berbagai media tersebut, penulis kemudian mengutip dan menelaah
umber-sumber seperti regulasi, buku ataupun literatur yang berkaitan

dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam menganalisa sumber atau bahan terkait maka diperlukan
metode lain agar mendukung dan mempermudah proses penelitian ini,
penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang mana dalam
melakukan penelitian penulis mengumpulkan data dengan observasi dan

kemudian menafsirkan.?®

Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penarikan terhadap kesimpulan menggunakan

penalaran deduktif yang mana diawali dengan gagasan umum lalu

23 Anggito, albi & johan setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak : Sukabumi.

2018. hal 8.
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kemudian mengerucut atau mengarah kepada pembahasan yang bersifat

khusus.?*

24 Surano Edi Wibowo. Metode Penelitian Hukum. Narotama University Press : Surabaya.
2019. hal 31.
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